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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BURATI SUKOHAR. IO,

bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan
adalah adanya benturan kepentingan antara pemberi layanan
dan penerima layanan;

bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang
bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi
vang bebas dari benturan kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hharal a dan huruf b perlu imnenetapkan Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins: Jawa
Tengah,

lindang-TIndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Pemermntah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3351}):

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Timdak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor |9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publhik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038]),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Intormas. Pubbk {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN :

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan mt

Keputusan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 DNEceM Ber 2020
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PEDOMAN UMUM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

I. Pendahuluan
A Umum

Benturan  kepentingan merupakan suatu kondisi di mana
pertimbangan  piibadi  mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan
profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan
pribad: tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau
kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun
berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan
akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya di bidang
pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan
nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa,
bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena
setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain
disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara
harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian
kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan,

Pemermtah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebyakan, seperti
kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari
situyas: atan kondist henturan kepentingan seperti peraturan pemerintah
mengenai larangan PNS menjaci anggota partai politik, pembatasan kegiatan
pegawai negert dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan
pegawal negert dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan
kesederhanaan hidup.

s Tuyyuan

Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan in: adalah:

1 Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal,

mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.

2 Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah,
dan mengatasi situasi-situast benturan kepentingan secara transparan
dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
Menegakkan integritas.

Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

& =fe g

‘. Dalam keputusan bupati i yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara
memiliky atau patut diduga memilikn kepentingan pribadi terhadap setiap
penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan
dan/atau tindakannya.

Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah, hakim, dan pengawas
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan daerah
Lembaga Publik adalah lembaga publik di Iingkungan Intansi Pemerintah

4o LS N
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D Pejabat yang herpotensi memiliki benturan kepentingan:

1

Di ingkungan Eksekutif;

a

€

f

Pejabat pemerintah yang berwenang daiam pengambilan keputusan dan
penentuan kebijakan. Secara lebih khusus dalam pengertian ini adalah
Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha
Negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo
Urnidailg-Undang Nomoi 51 Tahun 2009 yang dinaksud dengan Pejabat
Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang
berlaku

Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab,
WEWENaIg dail hak secara pcuuh oleh pcjctbat yaiig ber wellalg dantuk
melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
Pengawas. pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi
eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini
adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di Lingkungan Badan
Pemerniksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah atau dengan sebutan lain
vang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap
orang vang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas
memberilran r\r:'l':n anan pnhhk termasuk ﬁe]alx’qa na pelavanap nuhhk a1
lembaga v ud1kau1f dan lembaga nonstruktural.

Penilal, vartu pegawai vang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi,
pengunan, dan penilaian lainnya.

Pernvidik vaitu semua pegawai dan pejabat vang melakukan fungsi
nenvidilean

Pejabat lain vang diangkat oleh Bupati, yang penghasilannya dibiayai oleh
APBD
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II. Benturan Kepentingan

\ Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh
penyelenggara negara adaiah:

! Situasi vang menyebabkan seseorang menenma gratifikasi atau
pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.

2 Situast vang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk

kepentimgan pribadi/golongan.

5 Siiuast  vang menyvebabkan  infoimast rahiasia  jabaian/insiansi
dipergunakan untuk kepentingan pribad:/golongan.

4 Perangkapan jabatan vyang memiliki hubungan langsung atau tidak
langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan
suaru Jabatan untuk kepentingan jabatan laimnnva.

5 Sitdast i mana scorang penyelenggara negara memberikan akses khusus
kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa
mengikut prosedur vang seharusnya.

6 Situast yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur
karena adanya perigaruh dan harapan dar1 pihak yang diawasi.

7 Sitgas: di mana koewenangan penilalan suatu obyck kualifikasi dan obvek
tersebut merupakan hasil dari st penilan.

& Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.

9 Situast 1 mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri
besarnya gaji/remunerasi.

10. Moonhghtmg atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan
pokoknya).
11. Situast yang memungkinkan penggunaan diskresi yang

menvalahgunakan wewenang
12 Llernig henturan ]\’P}')PT] nngan vang serng ferjadi, antara lamn-
b Dy Lingkungan Eksekutif:
a Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan
dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. Pemberian 1zin vang diskriminatif,
c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas
jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah,
d. Penulihan partrier/rekanan kerja berdasarkan keputusan vang tidak
professional,
Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
Menjadi bagian dar1 pthak yvang diawasi,
Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan
prosedur.
Menjadr bawahan pthak yang dinilay;
Melakukan pengawasan atas pengaruh mhak lain;
Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
Melakukan penilaian tidak sesual norma, standar, dan prosedur,
m Menjadi bagian dan pithak yang memiliki kepentingan atas sesuatu
vang dimilan,
n Pengusutan dan funtutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan
negara karena pengaruh pthak lamn;
o Penyehdikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait
karena pengaruh pithak lain.
2 Dri Lingkungan Yudikatif
a. Menjabat sebagal dewan direksi di suatu perusahaan;
b Membuka jasa p-ofesi lainnya.

e Toa e
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~ Sumber penvebab be1turan kepentingan adalah:

1

o

Penvalahgunaan wewenang, vaitu penyelenggara negara membuat
keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau
meiampaul Dbartas-batas pemberian wewenang yang dibenkan oleh
peraturan perundang-undangan

Perangkapan jabatan, vaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua
atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya
secara professional, independen, dan akuntabel.

Aubungan aliliast {(pribadl, golougan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh
seorang penvelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena
hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan
vang dapat mempengaruht keputusannya.

Gratifikasi, vaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang,
barang, vabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tikct perjalanan, fasilitas
penginapan. perjelanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnva.,

Kelemahan sistern organisasi, vaitu keadaan vang menjadi kendala bagi
pencapaian tujuarn pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang

- 1 1 a i d
disebablkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
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III. Prinsip dasar dalam penangan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan
nilai, sistem, pribadi dar budaya.
A Mengutamakan kepentingan publik:

1

2

w

o

Penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan
yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan
peratwan perundang-undangan dan  kebijakan yang berlaku tanpa
memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi
pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik,
etnisitas, dan keluarga.

- Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan

pribadi  dalam pembuatan keputusan dan tindakan yvang dapat
mempengaruhi  kualitas  keputusannyaa. Apabila terdapat benturan
kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipas: dalam
pembuatan kepurusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh
kepentingan dan afiliasi pribadinya.

- Penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi

yang diuntungkan oleh “inside information” atau informasi orang dalam
yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka
untuk umum.

. Penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan

veng tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan
tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan vang
tidak seharusnya dari jabatan vang pernah dipegangnya termasuk
mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat
yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

Menciptakan  keterbukaan penanganan  dan  pengawasan  benturan
kepentingan,

1.

o5

5.

7

Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang
dilakukannya. Kewajiban im1 tidak sekedar terbatas pada mengikuti
undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilal
pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak
berpihak dar. memiliks integritas.

- Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang

dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan
dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadaj.

- Penyelenggara negara harus menyiapkan mekamsme dan prosedur

pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang
terjadi.

Penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi
dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi
benturan kepentingan

Penyelenggara negara serta lembaga publik  harus mendorong
keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan
kepentingan sesuar dengan kerangka hukum yang ada.

Penvelenggara negara serta lembaga publk harus dapat memberikan
akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang
terkail dengan penggunaan kewenangannya.

Penvelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan
darn masyarakat tentan g penggunaan kewenangannya.



- 6 -

C Mendorong tanggung jawab pribad: dan sikap keteladanan:

1

9D}

Penvelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar
integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara
lainnya dan bag) masyarakat.

Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas
pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinva
benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai
penvelenggara negara.

Peryelenggara rniegara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan
publik apabila teriadi benturan kepentingan.

Penvelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada
integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan
benturan wepentingan vang efektif.

Penvelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas
segala urusan vang menjad: tugasnya sesuai peraturan perundang-
undangan

Mcencoiptakan dan membina budaya corganisasi yang tidak toleran terhadap
benturan kepentingan.

t

Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan,
proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja
vang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan
Lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk
mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan
serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari
penvalahgunaan oleh pihak-pihak lain

lermmhaga puhhk harns mencintakan  dan mempertahankan bhondava
komumikas: terbuka dan dialog mengenai integrnitas dan bagaimana
mendorongnya

Lembaga publhk harus membert pengarahan dan pelatthan untuk
menmgkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari
ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut
tempat kerja
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IV. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benrturan Kepentingan,

terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan,

vaitu:

1. Pendefinisian benturan kepentingan yang herpotensi membahayakan
integritas mstans: dan individu;

2. Komptmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;

3. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan

untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;

Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan

benturan kepentingan;

Keteilibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;

Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan;

Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan

benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

#

nal P

dentifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan im akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang
termasuk dalam kategor1 benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan
penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang
menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing organisasi vang bersangkutan.

ldentifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten
dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi di mana kepentingan pribadi
dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan
benturan kepentingan.

Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah

strateg1 vang efektif berupa:

1. Penyusunan kode etik.

2. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan
langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan.

3. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:

a) Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure} tentang adanya
kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan
Jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara
Hegaida,

b) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi
setelah pelaporan dan pernyataan awal;

¢} Pelaporan mencakup mformasi yang rinci untuk bisa menentukan
tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.

. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:

a) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan
sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus
diperbaharui;

b} Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam
dokumen dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat
menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan
menangani benturan kepentingan.

s
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1> Serangkalan tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara
berada dalam situasi benturan kepentingan. Tindakan tersebut sebagai
tangkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan
kepentingan vang dihadapinya, antara lain adaiah:

i

2.

[0

9]

o

Pengurangan (diwestasi kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam
jabatannva,

Penankan din (recusal) dari proses pengambilan keputusan di mana
seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;

Membaias: akses penyelenggara negaia atas informasi tertentu apabila
vang hersangkutan memiliki kepentingan;

Mutas1 penvelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memilika
benturan kepentingan;

Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara vang
bersangkutan,

Pengunduran din penvelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan
benturan kepentingan;

Pemberian sanksi bagl yang melanggarnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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V. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan
Kepentingan

Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan
kepentingan vang dapat terjadi terletak pada pundak seorang penvelenggara
negara akan tetap: lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab atas
pelaksanaan atau mmplementasi kebijakan penanganan  benturan
hepettingan  Uniuk  tu diperiukan komifinen dan keteladanan pemunpin
dalam penanganar kasus-kasus benturan kepentingan. Para
pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara
baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan pubhk,
kepentingan pegawal, dan berbagai faktor lain.

Partisipas! dan keterlibatan para penyelenggara negara

Implementas:t kebijakan untuk mencegah benturan Kkepentingan
membutuhkan keterhbatan para penyelenggara negara. Para penyelenggara
negara harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus
bisa mengantisipas: sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.
Jntuk mendorong partisipast dan keteriibatan penyelenggara negara dapat
dilakukan antara laran dengan:
1 Mempublkasikan kebijjakan penanganan benturan kepentingan;
2 Secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan
penanganan benturan kepentingan;
Mernjannn agdr awuran dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui,
4 Membert pengarahan tentang bagaimana menangani benturan
kepentingan,
Member1 bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum
memaham kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga
Kepada pinask-pinak iuar yang berkaitan atau berhubungan dengan
lembaga yang bersangkutan.

[}

(@]

. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu vang
dianggap bensike  bGngg  moenvebabkan  terjadinya situasi benturan
kepentingan
Hal-hal vang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah-
Hubungan afilias (pribadi dan golongan);

Gratifikasi

Pelieriaan tambahan,

[nformas orang dalam,

Kepentingan dalam pengadaan barang;

. Tuntutan keluarga dan komunitas,
Kedudukan di organisasi lain;

Intervenai pada ishatan sebelumnya; dan
Perangkapan jabatan

DU N —

o)

Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi
benturan kepentingan sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait
dengan pengambilan kenutusan adalah-

I Agenda 1apat vang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supava
penvelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya
benturan

2 Adanya aturan vang jelas dan prosedur yvang efisien yang memungkinkan
penarikan dir (recusall dari pengambilan keputusan secara ad hoc.
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F, Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah
mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:
i. Sanksi sesual dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang
ada.
3. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala
diperbaharui.

k. Pemantauan dan HKEvaluasi
Kebijakan penanganan benfuran kepentingan perlu dipantau dan

dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan
dengan lingkungan vang terus berubah.
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VI. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan,

penyelenggara negara:

A,

T

Lo

Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau golongan,;

. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk

apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra
kerja, peryedia barasng dan jasa,

~. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang

atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

Dilarang mengiimkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk
apapun kepada penyelenggara negara;

Dilarainig menerima refund dan keuntungan pribadi lamnnva vang melebihi
dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka
kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan
kepentingan;

Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia
barang/jasa rckanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk mcnerima
imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk

kepentingan pihak lain;

. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta

dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, vang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya;

Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai

hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan
nenyelenggara negara



B.
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VII. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat

melaporkan arau memberikan keterangan adanya dugaan benturan
kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung
pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan
identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

. Alasan langsuig pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan

masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan

dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tidak berlaku.

. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua)

har keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan
langsung tersebut dan seterusnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil
pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur
pengawasan
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IIi. Ketentuan Penutup

Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan
dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan Kkepentingan dan
diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua
pihiak yang terkait dalam penyelenggara niegara.

Menugaskan kepada semua pimpinan instansi pemerintah untuk
menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta
mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
dilakukan cleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Sukoharjo berkoordinasi dengan instansi terkait.

BUPATI SUKOHARJO,

e

WARDOYO WIJAYA



